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ABSTRACT
RINGKASAN
Pemerintah Daerah (PEMDA) merupakan bentuk organisasi yang diakui 
oleh hukum sebagai pemegang mandat kekuasaan di dalam sebuah provinsi untuk 
merencanakan, menetapkan tujuan, sasaran, mengatur, menggerakkan, dan 
mengarahkan seluruh sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki daerah untuk 
mencapai tugas pokok guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Funsgi 
perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban untuk mencapai tugas pokok 
PEMDA tersebut, perlu pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan 
pelaksanaan desentralisasi daerah. Pemerintah daerah berhak menyelenggarakan 
pengelolaan keuangan daerah yang di atur oleh PPKD selaku Pejabat Pengelolaan 
Keuangan Daerah, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan selaku 
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah serta Sekretaris Daerah 
(SEKDA) Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah (KEUDA). 
Dalam  melaksanakan anggaran terdapat pihak-pihak  yang bersangkutan 
dengan berjalannya anggaran tersebut. Salah satunya pihak Pengendalian 
Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengontrol 
pembangunan-pembangunan yang sedang dijalankan disetiap kabupaten/kota. 
Salah satunya dengan cara mengumpulkan laporan anggaran dan dilakukannya 
rekap untuk dapat dilihat bagaimana progres/perkembangan pembangunan setiap 
kabupaten/kota. Apakah sesuai dijalankan dengan program kegiatan yang terdapat 
pada laporan anggaran tersebut. 
Berdasarkan pengamatan dan kesimpulan dalam kerja praktek lapangan, 
sebaiknya pihak Pengendalian Pembangunan Lintas Kabupaten/kota memiliki 
format khusus dalam pelaksanaan kegiatan rekap. Agar setiap rekap belanja 
daerah tidak memiliki format yang berbeda-beda.  Dan kegiatan tersebut akan 
berjalan lebih efektif dengan adanya format khusus tersebut. Sehingga tidak 
berbeda beda satu kabupaten dengan kabupaten yang lain.
